BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR A2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Menimbang :

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa ketentuan di
dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2017, perlu diubabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor I Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun
2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
56);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1});
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2107 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016 Nomor 87); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2017 Nomor 23)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4} diubah
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
(1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan :
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling
lambat minggu ke II bulan Juli Tahun berjalan.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Desa Tahap I kepada Bupati yang menunjukan paling
kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 75%
(tujuh puluh lima per seratus)

(4) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap II dilaksanakan paling lambat minggu II bulan
Februari Tahun berikutnya.
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2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa

(2) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

(3)

a.

Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun
anggaran sebelumnya dan capaian output yang
disampaikan paling lambat minggu ke II bulan
februari tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dan
capaian output yang disampaikan paling lambat
minggu ke II bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata
capaian output menunjukan paling kurang 50% (lima
puluh persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b dihitung berdasarkan rata-rata presentase
capaian output dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan dan capaian output.

Laporan realisasi penggunaan dana desa dan capaian
output dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pada Lampiran II diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Joni 0N

BUPATI M KERTO,

b

MUSTOFA ASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 ol go0}

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

HERRY S TO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 29
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BUPATI MOJOQKERTO,
.

MUSTOFA ASA




